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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OI2 tentang
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bol-aang Mongondow utara Tahun Anggaran 2A13, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang_ Penjabaran

nnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bol-aang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2Ol3;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1 945;
Nomor 29 Tahun 1959 tentang kmberfukan

oaeratr-aaeratr 
-Tingkat II di suawesi 0-embaran Negara

Republik hrdorresia- Tahun 1959 Nomor 74, Tambah,an

f"-tututt Negara Repn.]blik Irrdorresia Nomor 18221;

Undang-Urrd"ttg No*ot 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor33|2|
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nom6r 12 Tahun lgg4 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun |gg4 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelen ggurui Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korirpsi, 
-i{olusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republii Indonesia Tahun tggg Nomor 75' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuanfan Neiara (trmbaran Negara Republik

Indonelsia tah-un 2OO3 Nomor 47, Tambahln
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861:' l'

2.

3.

4.

5.
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor a355);

7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OOl;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200,4 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 1O4, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OC4' tentang
Fernerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2W Nomor I25, Tambah,an Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4$n sebagimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OM tentang Pemerintahan Daerah tl,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ml;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

1 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6861;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 13O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan - Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor SZS+); 

[,.,
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 1 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al39l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
IVegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44161 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2oo4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyai Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia
Tahun 2oo5 Nomor 94, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5aO);
17. Peiaturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2oo5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
ilo-o, 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5A2l;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2oo5 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57fl;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2005Nomor|37,Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor a5761;

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang

Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138'

Tambahanl,embaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a5761;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah kepada Daerah (l'embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577|;|
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22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578l.;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5871;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan LEmbarart
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

26. kr.attilan kmerintah Nomor 8 Tahun M tfntang klaporan
r<etransan dan Ifuerja Instansi kmerintatl (tembamn Negara

R.p"blik Irdonesia Tahun 2ffi Nmnor 25, Tambahart

kmnaran Negara Reprblik Indonesia Nomor 4614);

27 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (trmbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraT3T);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang
Tahapan, Tata Cara PenSrusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8
ilorrro, 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8l7l;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahrrn 2OO8 tentang

sistem Pengendalian Intem Pemerintah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahrrn 2oo8 Nomor 127, Tarnb€harr

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2oIO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1O

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 t6t); [-
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

32.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2AIO tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2OLO-2O14;

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2OI2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 533a);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahrsn 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2AO7
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerj a Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OI1 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OA7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OOT

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2OO9 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pentelihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

38. Peraturan Menteri Keuangan , Nomor
168/PMK.O7 l2OO8 tentang Hibah Daerah; [.,
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2OO9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2Arc Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah;

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
4O/PMK. 05l2OA9 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

42. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2O7O tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2O1O-2O14 {Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 229l';

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
201O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 517);
44. Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2}ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 45O)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OI2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

a5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oII
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 69+); 
!^,
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46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2Ot2 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2Ol3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2
Nomor 508);

47.Peratltran Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang
Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara (L,embaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 2);

48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 -
2Ol3 (L,embaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Nomor 41);

49. Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2OI2 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Nomor 71);

5O. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2O1O tentang
sistem dan Prosedur Pengeolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow utara (Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OlO
Nomor 1O);

Sl.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2o1o tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten
Bohan[ Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 11);

52. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 11);

53. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2ot2 tentang
RencanaKerjaPemerintahDaerahKabupaten
BolaangMongondowUtaraTahun2o|3(Berita
Daerah Kabupa[en Bolaang Mongondow utara Tahun
2Ol2 Nomor 8); l,-
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOI"AANG MONGONDOW UTARA TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 terdiri dari:
a. Pendapatan daerah

1. PendapatanAsliDaerah
2. Dana Perimbangan
3. lairFhinRnd4affiIyxgsatt
JumlahPendapatan

b. Belanja Daerah
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai
b) Belanja Bunga
c) Belanja Subsidi

Rp. 8.146.0O0.0OO,OO
Rp. 34O.905.0 18.OOO,0O
Rp. 27.919.013.588,O0
Rp. 376.97O.03 1.588,00

Rp. 135.924.579.7 4I,OO
Rp. -
Rp. -

Rp. 18.702.527.r5O,OO
Rp. a7.a22.9a1.216,66
Rp. 12 1.98O.632.842,43
Rp. 4O2. 168.908.668,OO
Rp. (2s.198.877.080,00)

Rp. 27.69a.a77.OaO,OO
Rp. 2.50O.0O0.OO0,O0
Rp. 25.198.877.O80,0o

d) Belanja Hibah Rp. 2O.O4O.9a7.67A,00
e) Belanja Banturan Smial Rp. 672.8OO.OO0,O0
f) Belanja Bagi Hasil Rp. -
g) Belarfia Banuran t<etranganRp. 16. 524.40O.0OO,0O
h) BelanjaTidakTerduga Rp. 5OO.O00.0O0,OO

2. Belanja l,angsung
a) Belanja Pegawai
b) BelanjaBarangdanJasa
c) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus (defisit)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Jumlah PembiayaanNetto
Sisa lebih pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan RP. o,oo

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran II yang
merupakarl bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.|.",
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Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

perah-uan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangfuan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penemparannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggalr rg D€.setl16es- ?olz
BUPATI BO DOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan
Pada tanggal,

di Boroko
28 Tr.sr',fi\6e( btz

ERAH
KABUPATEN BOL Mo, GONDOW UTARA,

PNN(.}r)T,AH patsar'

KEPALA BAGIAN HUKUM rl-
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KEqF:IAHTERAAN RAKYAT /f
ASISTEN EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN ,(,
ASISTEN

ADMINISTRASI TIMTlM 71
SEKRE"TARIS DAERAH r

WAKII, RITPATI

BUPATI
n{fioon..ro^r*

DTI7NDATA}TANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOI^AANG MONC'ONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2Z

--4

REKY POSUMAH


